KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR
NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUXAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA ’

PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2013

ATAS BERKAT RAHMAT TUEHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PEMILIHAN UMUIM KOTA BOGOR

a,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
ayat (3) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27
ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor €3 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ;

bahwa  untuk  melaksanakan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bogor tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walilcota Bogor Tahun 2013;

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa ’Itengah,
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
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Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nornor 5S51);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tehun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemillhan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4986); ’

. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlik
Indonesia Nomor 5234);

Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Uraum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilinan, Pengesahan  Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang perubahan ketiga atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

—

.-

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
SekretariatKomisi Pemilihan Umum Kabupaten,
Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komist Pemilthan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 31
Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor
63 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Komisi Pemilihan Umam Nomor 10 Tahun 2010.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

‘Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Hari dan Tanggal

Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Welikota Bogor Tahun 2013;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013,

Keputusan Komisi Pernillhan Umum Kota Bogor
Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Bogor tanggal 16 Februari 2013;

MEMUTUSKAN

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

. 'KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIJ, WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013.

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota



KEDUA

KETIGA

4.

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tercanium dalam Lampiran 1 dan Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat
kekelirunn akun dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapknn di Bogor )
Pada tanggal, f6 Februari 2013

ElKhl
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LAMPIRAN | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIIIAN UMUM KOTA FOGOR

Nomor : 04 Tahun 2012
Tanggal : b Feoruar] 2013

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR

TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun
2013 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan
Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas membantu KPU Kota
Bogor dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang
diberikan oleh KPU Kota Bogor,

Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyclenggara Pemilihan Umnum, diamanatkan bahwa PPK dan
PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenpparaan pemilihan
umum dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara,
serta ketentuan Pasa! 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. untulc KPPS dibentuk: paling lama 21
(dua puluh satu) har sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

Pedoman telmis Pembentukan Badan Penyelenggara bagl Panitia Pemnilihan Kecamatan
(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Prnyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilh (PPDP) dalam Pemilhan Walikota dan Wakal
Wallkota Bogor Tahun 2013 ini disusun untuk menyiaplan proses pembentukan,
perekrutan, seleked, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu,

B. TUJUAN
Sebagai pedoman bagi KPU Kota Bogor dalam menyiapkan proses pembentukan,

perekrutan, seleksi, penetapan, peiantikan dan penggantian antarwaktu PPK,
PPS, KPPS dan PPDP di wilayah kerjanya,

C. KETENTUAN UMUM

Pemilihan Walikota dan Walil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya
disebut Pilwalkot Bogor 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
di Kota Bogor untuk memilih Walikota dan Wakil Waliko'a Begor masa
jabatan 2014-2019 yang disclenggerakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Urdang Dasar
Nepara Republik Indonesia Tahun 1945;

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, selanjutnya disebut KPU Kota Bogor,
adalah sebagai Lembaga Penyelenggara Pilwalkot Bogor 2013 di Kota Bogor;

Panitia Pemilihan Kecamatun, sclanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang
dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor
2013 di tingkat Kecamatan;
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5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya discbut PPS, adalah Panitia yang
dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor
2013 di tingkat Kelurahan;

6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah
Petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Bogor untuk membantu
melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan
Pilwalkot Bogor 2013;

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS,
adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Bogor
untuk menyelenggarakan pernunputan dan penghitungan suara ditempat
pemungutar suara dalam Pilwalkot Bogor 2013;

8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disehut TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pcmungutan
suara yang telah diteiapkan;

D. PELAKSANAAN
1. Pembentukan PPK

a. KPU Kota Bogor membentuk PPK paling lambat 6 [enam) bulan sebelum
penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013 dan membubarkan paling lambat
2 (dua) bulan sesudab penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013;

b. Anggota PPK berjumlah § (lima) orang dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,

c. Komposisi keanggntaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);

d. Dalam hal pelaksanaan proscs pembentukan, seleksi, penctapan,
pelantikan dan penggantian antarwaktu Anggota PPK mengacu kepada
pedoman teknis ini;

e. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPX agar memperhatikan
personil yang dapat mengoperasikan komputer;

f. Anggaran pembentukan PPK dibebankan pada Anggaran Hibah Pilwalkot
Bogor Tahun 2013;

g. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2013,
h. Syarat untuk menjadi anggota PPK

1) Warga Negara Indonesia;

2) Berusia paiing rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945;

4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

5) Tidak menjadi anpgota partai politik yung dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurarngnya dalam jangka waktu
5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik
yang bersangkutan;

6) Berdomisili di wilayah kerja PPK ;

7) Mampu secara jasmani dan rohani;

8) Berpendidikan palirg rendah SLTA atau saderajat;

9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara § (lima) tahun
atau lebih;
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10)
11)
12)

Eersedia bekerja seperuh waktu,
Tidak menjadi panitia pengawas dan pemantau Pilwalkot Bogor 2013,

Bersikap netral dan tidak menjadi Tim kampanye/Juru kampanye
pasangan calon. serta tidak menjadi penduxung Bakal Pasangan
Calon, baitk dan Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan
Partai Politik.

Tatacara seleksi calon anggota PPK adalah sebagai berikut :

1) Pengumuman,;

2) Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;

3) Secleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :

4)

5)

6)

7)

8)

9)

a) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan dan disertakan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;

b) Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia
kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17
Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan
adil, tidak menjadi anggota Partai Politik atau sckurang-
kurangnya dalam jangka waktu S (lima) tehun tidak lagi menjadi
anggota partai politik, tidak memihak kepada Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tehun 2013, bersedia bekerja
sepenuh waktu sclama menjadi anggota PPK.

c) Surat Keterangan Schat dari instansi yang berwenang,

d) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara yang (elah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara S (lima) tahun atau
lebih;

e) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dibuktikan dengan fotocopy
Kartu Tanda Penduduk {KTP) yang masih berlaku;

f) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 % 6 sebanyak 2 {dua) lembar;

Untuk keperluan calon peserta, KPU Kota Bogor memfasilitasi
pemenuhan syarat keschatan sebagaimana dimaksud huruf i angka
3) huruf c) kepada Pemerintah Kota Bogor; dan pemenuhan syarat
sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan
Negen setempat,

Untuk pemenuhan syarat pada haruf i angka 3) huruf c) dan d!
dilarapirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi sebagai
anggota PPK;

Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kota Bogor dan
Kantor Kecamatan;

KPU Kota Bogor melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi
melalui wawancara terhadap calon Anggota PPK yang tclah
memenuhi persyaratan administrasi;

Penyampaian hasil seleksi olch KPU Kota Bogor kepada Anggota PPK
terpilih dan Carat setempat;

KPU Kota Bogor menerbitkan surat kcputusan penctapan Anggota
PPK terpilih;

10)Setelah pelantikan Anggota PPK  terpilih, dilanjutkan bimbingan

teknis;

11)PPK terpilih berkoordinasi dengan Camat setempat  untuk

mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sckretaris;
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12)KPU Kota Bogor menyampaikan usulan PPK sebagaimana dimaksud
dalam angka 11) kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan

ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Surat
Keputusan Walikota ;

13)Sckretaris  PPK  berkoordinasi dengan  Camat setempat untuk
mengusulkan 4 (empat) orang staf Sekretariat PPK;

2. Pembentukan PPS

a. KPU Kota Bogor membentuk PPS paling larnbat 6 (enam) bulan sebelum
penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013 dan memnbubarkan paling lambat
2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pilwalkot Bogor 2013;

b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari toloh masyarakat yang
memenuhi syarat berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilthan Umum;

c¢. Komposisi keanggotaan PPS dapat memerhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh per seratus);

d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, selekst, penetapan,pelantikan dan
penggantian antarwaktu PPS mengacu pada pedoman teknis ini:

e. Dalam pelaksanaan perckmtan Calon Anggota PPS memperhatikan
personil yang dapat mengoperasikan komputer;

f. Anggaran pembentukan PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilwalkot
Bogor 2013;

g. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2013;

h. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kota Bogor atas usul bersama
Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk disampaikan
kepada KPU Kota Bogor dengan persyaratan sebagai berikut :

1) Warga Negara Indonesia;
2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945;

4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

5) Tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnyz} dal.ax'u
jangka waktu § (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partal
politik yang bersangkutan;

6) Berdomisili di wilayah kerja PPS;

7) Mampu secara jasmnani dan rohani;

8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

i ipi enjara berdasarkan putusan pengadilan
4 ;‘laiagktéi:?argcn%pel:ioﬁl’? Ifelnjmtau huk*.um tetap .karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih.
10) Bersedia bekerja sepenuh waktu;
11) Tidak menjadi panitia pengawas dan pemantau Pilwalkot Bogor 2013;
12) Bersikap netral dan tidak menjadi Tim kampanye/Juru kampanye

i jadi kung Bakal Pasangan
asangan calon, serta tidak menjadi pendu : k
galon,g buik dari Perscorangan maupun Partai Politik/Gabungan

Partai Politik.
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3.
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- N

i Penclitian terhadap elengkapan administrast meliput :

1) Daltar Riwwyat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan
an disertatan pas foto henvarna ukumn < x 6 enn

21 Surat Pemyataan sehagal warga negara Republik Indonesia, Setia
kepada Pancasila sehagal Dasar Negary, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 19435 dan Cita-Cita Proklamast 17 Agustus
1943, mempunysl integritas, pridbadi yang kuay, jujur dan adil, udak
menjadi angeta Partal Polink atau selurang-kurangnya dalam
jangsa wakte § (ima) tahun tidak lagl menjadi anggota partal poliak,
tidak memihak kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Waltkota
Bogor Trhun 2013, bersadia bekega sepenuh waktu selama menjadt
anggota RS

3) Sumat Keterangan Schat dan instansi yang benwenang:
4) Sumst lketerangan tidak pemah  dipidana penjama yang telah

memperoleh  kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara § (ima) tahun ataw

lebth;
Berdomnisihi dalam wilavah kega PR dibuktikan dengan fotocopy
Rarta Tanda Penduduk (RTP vang masth berlaku:

7]
o

8) Pas foro berwsma terbaru ukuran 4 x 6 sehanyak 2 (dua) lemban

j. Untuk keperiuan calon peserta, KPU Rota Bogor memfasilitast
pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf @ angka J)
kepada Pemerintsh Kota Bogon dan pemenuhan syarat sebagaimana
dimaksud hurafi angka 4) di Pengadilan Negen setempat,

A

k. Untmk pemenuhan syarat pada humaf i angks J) dan <) dilampirkan
setelah calon peserta dinyatakan luhus seleksi sehagat anggota PPS:

1. Hasd seleksi administrasi diumumian di RXantor RPU Kota Bogor dan
Rantor Xelurahan;

m. KFU Kota Bogor didantu oleh FPX melakukan uwji kelavakan dan
kepatutan /seleksi melalui wanancara terhadap calon Anggota PR vang
telah mementthi persyaratan administrost;

n. PPX melaporkan hssil uji kelgvakan dan kepatutan/selekw kepada R¥U
Kota Bogor atas pelaksanaan selekst calon anggots FES;

o. KPU KNota Bogor menctapken dan menerbitkan surat Reputusan
penetapan Anggota PPS terpiithy

p. Penvampaian hasil seleksi cleh KFU Fota Bogor kepada Anggota FRS
terpilh dan kepada Lurah setempat;

q. Setelah pelantikan Anggota PPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknist

r. PPS terpilth berkoondinasi dengan Lurzh setempat untuk mengusulkan 3
(tiga) nama calon Sekretans:

s. FPS melalui KPU Kota Bogor menyvampaikan usulan calon sekretans PPS
kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 {satu) nama
sebagai Sekrvtaris FPS dengan Sumt Keputusan Walikota

t. Sekretaris PPS Dberkoordinast dengan  Lurah  setempat  untuk
mengusulkan 2 (dua) orany stal Sekretanat PES:

Perekrutan PPDP
a. PPS mengangkat PPDP sehanyvak ! (satu) orang di tiap TPS;

b. Perskmutan PPDPY dilaksaaukan cleh PP mulal 19 Met 2013

n P il sampal
dengan 23 Mei 2013;

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota
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PPS dalam hal melakukan perckrutan PPDP, dapat berasal dari
perangkat Kelurahan atau Pengurus RT atau Pengurus RW atau sebutan
lainnya, Kader PKK/Posyandu atau warga setempat yang dapat
dipersiapkan sehagai anggota KPPS.

Sebelum calon PPDP ditetapkan, mengisi dan melampirkan :

1) Daftar Riwayat Hidup, ditandotangani oleh calon yang bersangkutan
dan menyertakan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;

2) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi PPDP tanpa materai:

Anggaran pembentukan PPDP dibcbankan pada Anggaran Hibah
Pilwalkot Bogor 2013;

PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor menetapkan PPDP yang jumlahnya
sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan
secara kolcktif;

PPDP berkedudukan di kantor FPS!

PPS melakukan pengawasan den kendali kerja PPDP dengan cara
mencermati rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan selama pencocokan
dan penelitian, melalui Lembar Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih Bagi PPDP dan Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih Setiap Minggu.

. Pembentukan KPPS

PPS mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua
KPU Kota Bogor;

KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 {tujuh) hari setelah hari dan
tanggal pemungutanr suara;

PPS atas nama KPU Kota Bogor melaksanakan wawancara terhadap
calon anggota KPPS;

. Anggota KPPS sebanyak 7 {tujuh) orang, berasal dari anggata masyarakat

di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Urnum;
Komposisi keanggotaan KPPS dapat memerhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);

Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan, pelantikan dan

penggantian antarwaktu [{PPS mengacu kepada pedoman teknis ini;

Anggaran pembentukan KPPS dibebankan pada Anggaran Hibah

Pilwalkot Bogor 2013;

Pengisian keanggotaan KPPS oleh FPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor

dengan persyaratan sebagai berikut :

1) Warga Negara Indonesia;

2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Takun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945;

4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sckurang-kurangnya dalam jangka waktu
5 (ima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik
yang bersangkutan;

6) Mampu seccarn jasmani dan rohanti;

7) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoich kekuatan hukum tetap karena melakukan
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tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 ilima) tahun
atau lebih;

8) Calon anggota KPPS untuk setiap TPS-nya harus mempunyai
kemampuan baca, tulis dan hitung

1. Peneclitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi:

1) Dalftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan
dan menyertakan pas foto herwarna ukuran 4 x 6 cm;

2

—_—

Surat Pernyatnar sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia
kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus
1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak
menjadi anggota Partai Politik atau sekurang-kurangnya dalam
Jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lag menjadi anggota partai politik,
tidak memihak kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013, bersedia bekerja sepenuh waktu $clama menjadi
anggota PPK.

3) Surat Keterangan Schat dari instansi yang berwenang;

4) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara vang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

S) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

6) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 scbanyak 2 (dua) lembar;

7) Untuk keperluan calon peserta, KPU Kota Bogor memfasilitasi
pemenuhan syarat keschatan sebagaimana dimaksud huruf i angka
3) kepada Pemeriatah Kota Bogor; dan pemenuhan syarat
secbagaimana dimaksud huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri
setempat,

8) Untuk pemenuhan syarat pade huruf i angka 3) dan 4) dilampirkan
setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi sebagai anggota KPPS;

J. PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor menetapkan dan menerbitkan
surat keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya
sesuai jumlah TPS yang ditetapkan;

k. PPS menyampaikan hasil penetapan Ketua dan Anggota KPPS terpilih
kepada yang bersangkutan ;

1. PPS melaporkan pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada

KPU Kota Bogor melalui PPK;

m. Setelah pelantikan Ketua KPPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;

E. PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

Dalam pelaksanaan tahapan Pilwalkot Bogor 2013 bilamana terdapat /inggota
PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak
memenuhi syarat (TMS) lagi, dilaksanakan penggantian antarwaktu dengan
mekanisme sebagai berikur :

1. Anggota PPK

a. KPU Kota Bogor menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan
peringkat berikutnya dari daftar hasi! seleksi calon Anggota PPK ;

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 (lima) orang, maka KPU
Kota Bogor melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU
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Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubaly dengan Peraturan KPU
Nomor 10Tahun 2010;

c¢. KPU Kota Bogor menerbitkan surat keputusan tentang penggantian
antarwaktu Anggota PPK;

‘

2. Anggota PPS

a. KPU Kota Bogor menetapkan pengganti antarwakeu berdasarkan
peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPS:

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang, KPU Kota
Bogor mclaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU
Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan
KPU Nomor 10 Tahun 2010;

¢. KPU Kota Bogor menerbitkan surat  keputusan tentang
penggantian antarwaktu Angpota PPS,

3. Anggota KPPS

a. PPS atas numa KPU Kota Bogor menetapkan pengganti antarwakty

berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleks; calon Angpgota
KPPS ;

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdepat 7 (tujuh) orang, maka PPS
atasnama KPU Kota Bogor melaksanalan pemnbentukan Anggota KPP3
sesuai ketentvan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun
2009 serta Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 20 10;

c. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu
Anggota KPPS, dan melaporkan kepada KPU Kola Bogor melalui PPK,

4. PPDP

a. PPS  segera  melakukan proscs  penggantian  antarwaktu dan
menetapkan PPDP dari hasil perekrutan  dan/atau Pengurus RT/RW
dan/atau masyarakat setempat  yang bersedia untuk menjadi PPDP ;

b. PPS menerbitkan surat keputusen tentang penggantian antarwaktu
PPDP, dan melaporkan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK,

F. SUMPAH/JANJI

1.

r

Sebelummenjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan
sumpah/janij,

Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut
“Deml Allak (Tuhan), saya bersumpah/ berjan|l:

Bahwa sayz akan memenuhi tugas dan kewajlban saya scbagai anggota
PPK/PPS/KPPS dengan scballcbullmyn  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Bahwa sayn dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, den cermat demi suksesnya Pemilihan
Walikoto dan Waldl Wallkotu Bogor Tahun 2013, togaknya demokrasi
dan keadilon, serta mengutamakan kepentingnn Negara Kesatuan Republil
Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

.
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G. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KFU Kota Bogor, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota
KPPS sebagai penyelenggara Pemilu  dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik scbagaimana
telah dialur dalum Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenpgara
Pemilihan Umum;

2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran secretariat penyelenggara
pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai
penyelenggara pemilu,

H. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada
Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-
tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, %eanggotaan KPPS dan tugas
administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;

2. Dalam rangka penstausahaen, pengendalian dun tertib administrasi
keuangan di PPS, KPU Kota Bogor bersama PPK dan Sekretariat PPK
melakukan pendampingan.

L. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Dalam pembentukan dan seleksi FPK, PPS, PPDP dan KPPS, KPU Kota
Bogor berkoordinasi dengan Walikota. Camat, Lurah, serta instansi
terkait.

2. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi
Anggota PPK, ?PS, PPDP dan KPP3, sebagaimana tercantum pada
Lampiran Il pedomen teknis ini.

J. PENUTUP

Pedoman (eknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Bogor. PPK dan
PPS,berkaitan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk
Pemilihan Walikota dan Wakil Welikota Bogor Tahun 2013.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, /6 Februari 2013
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LAMPIRAN 1T ; KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA B0GOR

Nomer : 04 Tahun 2013
Tanggal I Feeruar{ 1003

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN DAN SELEKSI BADAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR

TAHUN 2013

Bentuk dan jenis formulir tersebut terdini dari sebagai berikut

L.
2

3,

Surat Pemyatoan kesedinan menjadi calon anggota PPX/PPSY) pada Pemilihan
Wallkota dan Wakil Walilkota Bogor Tahun 2013,

Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK/PPSY) pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota bogor Tahun 20 13;

Surat Pernyatman kesediaan menjaci Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PFDF) pada Pemilihan Walilota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013,

Daftar Riwayat Hidup untuk PPDP pada Pemilihan Walikota dan Waki]
Walikota Bogor Tahun 2013:

Surat Pernyataan kesediaan menjodi calon anggota KPPS pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013,

Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota KPPS pada Pumilihan Walikota dan Wakil
Walikota bogor Tahun 2013;

Ditetapkan di Bogor
___Pada tanggal, b Februari 2013
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